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TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATU.AN. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI TELUK BINTUNI, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Teluk 
Bintuni Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, perlu mengatur dan menetapkan peraturan pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud pada huruf a, 
perlu membentuk can menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 
8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembantukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana. Kabupaten Boven Digoel. Kabipaten Mappl, Kabupaten 
Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di 
Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4245); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan 
Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

3. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 
Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Blntuni 
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 37). 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang ·dimaksud dengan: 
1. Oaerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni. 
4. Pejabet adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Oinas Pendapatan Oaerah adalah Dinas Pendapatan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
6. Bad,m adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan ueaha maupun yang tidak melakukan usaha yang mellputl perseroan terbatas, 
perseroan komandlter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). atau Sadan 
Usaha Milik Oaerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
kopera1i, dana penaiun, persekutuan. perkumpulan, yayasan, organl1asi ma11a, organl1asi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, ternbaqa.dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investaal kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Wajlb Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daereh. 

8. Mlneral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam den batuan sebagaimana 
dimakaud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya dlaebut pajak adalah pajak atas 
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam 
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dari penghimpunan data objek dan 
subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutanq sampai keglatan penagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPO adalah nomor yang 
diberikan l<epada Wajib Pajak Daerah sebagai sarans dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan aebagal tanda pengenal diri atau identitaa Wajlb Pajak Daerah dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan 
perundangundangan perpajakan daerah. 

12. Surat Pemberltahuan Pajak Oaerah yang selanjutnya dlsingkat SPTPD adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban seauai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formullr atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Bupati. 

14. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dislngkat SKPDKB, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksl admlnlstratif, den jumlah 
pajak yang maslh harus dibayar. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKPOKBT. adah1h aurat ketetapan pajak yang menentukan tambahan ata, jumlah pajak 
yang telah ditetapkan. . 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPOLB, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah keleblhan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

•• 

.. 



Pasal2 
(1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap 

Wajib Pajak. 
(2) Kegiatan pendattaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan 

mempersiapkan dokumen yan~ diperlukan, berupa formulir pendaftaran sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan 8upati ini serta diberikan kepada Wajib Pajak. 

(3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif seauai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan 
melaporkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dengan dilampiri: 
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau 

Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA); 
b. akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; 
c. ijin yang dimilikl dan/atau Surat Pemyataan Segera mengurua Perijinan bagi yang 

belum memiliki ijin; 
d. surat pemyataan operasional; dan 
e. denahlokasluaaha. 

(4) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada 
Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, 
lengkap dan benar dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah. 

BAB II 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selar:j~~r::,·a disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan taglhan pejak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

19. Surat Keputuean Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayer, Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Oaerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan 

,. Pajak Oaerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan ata1 keberatan terhadap Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Oaerah, Surat Ketetapan Pajak 
Oaerah Kurang Bayer, Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Oaerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayer, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harts, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk per1ode Tahun Pajak teraebut. 

23. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati diberl tugas 
untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah. · 



Pas;:aia 
(1) Datam jangka waktu 5 (lima} tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 

menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: 

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak 
atau kurang dibayar; 

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan 
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam aurat teguran; 

~ 3. jlka kewajiban menglsl SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara 
jabatan. 

b. SKPDKBT jlka ditemukan data baru dan/atau data yang semula betum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

c. SKPO~ jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

Pasal7 
(1) Untuk menyampaikan SPTPD dalam memenuhi kewajiban Perpajakan sebagaimana 

dimaksud dalam Passi 6, Wajib Pajak dapat diberikan Surat Pemberitahuan!Teguran 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Ill Peraturan Bupati ini. 

(2) Bentuk dan isi SPTPO adalah sebaqairnena tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal6 
(1) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhimya 

masa pajak, dengan dilampirkan keterangan dan/atau dokumen pendukung. 
(2) Apabila batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} jatuh pada hari 

tibur, batu waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya. 
• 

'· 

Pasal5 
(1) Wajib Paj~k wajib menghitung, mernperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang dengan menggun~kan SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 

BAB Ill 
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

NPWPD dicabut apabila : 
a. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dinyatakan tutup yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; 
b. tidak memilikl utang pajak; 
c. ijin operasional dicabut; 
d. alih kontrak/ganti pemilik; 
e. ada putusan pengadilan yang menyatakan usaha pailit. 

Pasal 4 

Pasal 3 
(1) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan metaporkan usahanya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan NPWPD. 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

(2) Kepala Olnaa Pendapatan Daerah dapat menerbitkan NPWPD aecara jabatan, apablla 
Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah 
diberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali. 



Pasal 12 
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. . 
(2) Pembayaran Pajak dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhimya 

masa pajak. 

Pasal 11 
(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas 

Pendapatan Daerah. 
(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan 

Daerah, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (aatu) hari 
kerja. 

(3) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau eek, atau dengan 
cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Bendahara 
Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah. 

(4) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti 
pembayaran Pajak. 

(5) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini. 

(6) Bentuk dan isi SSPD yang dikeluar1<an oleh Bank yang ditunjuk sebagai tompat 
pembayaran Pajak adalah dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5). 

BAB 1\/ .. 
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 10 
Kegiatan Penetapan secara jabatan terdiri dari: 
a. membuat Neta Perhitungan -Pajak atas dasar Kartu Data dart hasil pemeriksaan dan/atau 

keterangan lain, karena SPTPD tldak dlsampaikan dan telah dlsampalkan Surat Teguran 
untuk memasukkan SPTPD. 

b. menerbitkan SKPDKB dan membuat Daftar SKPDKB atas dasar Nota Pemitungan Pajak 
Daerah. 

c. menerbitkan SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

d. apabila SKPDKB/SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang bayar dan dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga dengan menerbitkan STPO. 

e. bentuk dan 'isi STPO adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati 
ini. 

.. 

Pasal 9 
( 1) Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD dan dicatat dalam Kartu Data 

oleh petugas pada Olnas Pendapatan Oaerah. 
(2) Berdasar1<an Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Petugas pada Dlnas 

Pendapatan Oaerah membuat Note Perhitungan dengan cara menghitung jumlah pajak 
terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data . 

• 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan 
kepada Wajib Pajak oleh petugas pada Dinas Pendapatan Daerah. 

(3) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V Peraturan Bupati ini. 



. Pasal 15 
(1) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) 

hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran. 
~ (2) Oalam jangka 7 {tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran. Wajib Pajak harus melunasi 

Pajak yang terutang. 
(3) Surat teguran sebagalmana.dimaksud pada ayat (1) dlkeluarkan oleh Pejabat pada Dinas 

Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini. 

BABVI 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 14 
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.090.000,00 (tiga 

ratus jute rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur 

dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku. 
(3) Pembukuan aebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat dijadikan sebagai daaar untuk 

menghitung besamya pajak terutang. 

BABV 
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

Pasal 13 
(1) Pajak yang· masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tlga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. 

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1} yang selanjutnya dlsebut utang pajak, dalam hal Wajlb Pajak 
men;alami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga 
Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. 

(3) Permohonan Wajlb Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). harus diajukan secara 
tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai 
dengan alasan dan buktl yang mendukung permohonan, serta : 
a. jumlah pembayaran pajak yang dimohor ~=--t:.:'< diangsur, masa angsuran, dan besamya 

angsuran; atau 
b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. 

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib 
Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak 
mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dengan menggunakan 
formulir aebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini. 

(6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan 
dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Persetujuan Penundaan 
Pembayaran. 

(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat 
yang dltunjuk dapat menyetujul atau menolek permohonan angsuran dan/atau penundaan 
pembayaran pajak. 

(8) Surat Perjanjian Angsuran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Surat 
Pemberltahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran adalah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini. 

• 



Pasal21 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 
(2) Pen~urangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ), dalam hal sankll tersebut dlkenakan karena kekhllafan Wajlb Pajak atau bukan karena 
kesalahannya. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKP8KC, SKPDKBT, atau STPO; 
b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 

memberikan alasan yang mendukung permohonannya; 
c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan 

BAB VII 
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN 

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

Pasal20 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan 

! pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan Hbagaimana dimakaud 
dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, dengan memperhatlkan sltuasl dan 
kondisi. 

(2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan 
oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan 
Sekaligus. 

(3) Terhadap Wajlb Pajak yang tidak memenuhi ketentuan aebagalmana dimakaud dalam 
Surat Perintah Penagihan Pajak. Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah 
Membayar Pajak, serta permintaan penctapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa 
memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan. 

Pasal 19 
Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari, tanggal, 
jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan aegera aecara tertulis 
kepada Wajlb Pajak. 

Pasal 18 
Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
mengajukan permlntaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
untuk melaksanakan lelang. 

Pasal 17 
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh 
empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima Wajlb Pajak, Bupatl atau 
Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasr.l ~-G · 
(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 

sebaqaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dlbayar ditagih 
dengan Surat Paksa. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa aetelah lewat 21 (dua puluh 
satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. 



BAB VIII 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasa124 
(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat berupa mengabulkan 

sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak. 
(2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupatl mengenai alasan yang menjadi 

dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ). 

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal23 
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Passi 21 dan Paaal 22 aebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini dan hanya dapat diajukan oleh Wajib 
Pajak 1 (satu) kali. 

(2) Bupati atau Pejabat yang dltunjuk harus memberi keputusan ataa permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal diterimanya permohonan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati 
atau P~jabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan 
oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus 
menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. 

Pasal22 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan kepada Bupati untuk mendapatkan 

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 
(2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud .pada ayat (1), 

dalam hal: 
a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB yang tldak benar. 
b. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau 

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 
d. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasar1<an pertimbangan kemampuan 

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 
(3) Permoho~an sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhl perayaratan sebagai 

berikut: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengurangan atau pembatalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2); 
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib 

Pajak disertai dengan atasan yang mendukung permohonannya; 
~ d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 

harua dllampiri dengan surat kuasa khusus. 
(4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tidak dapat dipertimbangkan. 

.. 

d. surat pennohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat pennohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat pennohonan tersebut harus dilampiri 
dengan surat kuasa khusus. 

(4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
tidak dapat dipertimbangkan. 



Pasal27 
(1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pads norma 

pemeriksaan sebagai berikut: 
a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat 

Perintah Pemerikaaan; 
b. pemeriksa wajib memberttahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan 

kepada Wajib Pajak; 

Pasal26 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, dan 

melaporkan pajak terhutang adalah sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. 
(2) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah dan pelakaanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
(3) Bentuk pemeriksaan terdiri dari: 

a. pemeriksaan lengkap; dan 
b. pemeriksaan eedernana 

(4) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di tempat 
Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemerlksaan yang lazim 
digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. 

(5) Pemerikaaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan: 
a. Di lapangan meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 

sebelumnya yang diadakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan 
kedalaman yang sederhana; 

b. di kantor meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan 
menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot sederhana. 

BABIX 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 

! 

Pasal25 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini. 
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan 

sebagalm1n1 dim1k1ud pada ayat (1} dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas} 
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaim_ana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupatl 
atau Pejabat yang dltunjuk tldak memberi suatu keputusan, permohonan yang dlajukan 
oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau Pejabat harus menerbitkan 
keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan . 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu utang pajak dlmaksud. 

(5) Apabila setelah diperhltungkan dengan utang pajak lainnya temyata kelebihan pembayaran 
pajak, kurang/sama dengan utang pajak lainnya tersebut maka Wajib Pajak menerima bukti 
pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terutang 
dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan. 

(6) Apabila utang pajak setelah diperhitungkan/dikompensaslkan dengan kelebihan 
pembayaran pajak temyata lebih, maka Wajib Pajak akan menerlma buktl pemlndahbukuan 
dan sebagai bukti pembayaran/ kompensasi SKPDLB harus diterbitkan. 

(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 {dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan P1jak (SPMKP). 

(8) Bentuk den Isl SKPDLB sebagalmana terca,,t•.•r-r dalam Lamplran XIII Peraturan Bupatl lni. 

•. 



Pasal28 
(1) Pelaksanaan Pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut: 

a. pemeri.ksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa; 
b. pemeriksaan dilaksanakan dj Kantor Pemeriksa, di Kantor Wajib Pajak atau di tempat 

usaha atau di tempat tinggal atau 'diternpat lain yang diduga ada kaltannye dengan 
kegiatan usaha atau pekerjaan Wajlb Pajak atau di tempat lain yang dltentukan oleh 
Bupati; 

c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan diluar jam kerja jika 
dipandang penu: 

d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan; 
e. hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajlb Pajak dibuatkan Surat 

Pemyataan tentang persetujuan dan ditandatanganl oleh Wajib Pajok yang 
bersangkutan; 

f. terhadap temuan dalam pemerikaaan ya·ng tidak atau tldak aeluruhnya dlaetujul oleh 
Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Pemeriksaan; 

c. pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah 
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

d. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
yang akan diperiksa; 

e. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan; 
f. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil 

pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPO dengan hasil pemeriksaan; 
g. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lalnnya 

yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya 
pemeriksaan; 

h. pemeriksa dilarang memberitahukan l.c::i,;cau3 pihak lain yang tidak berhak segala 
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 
pemeriksaan; 

i. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan 
pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban 
perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar 
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan 
untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesual dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Pemerlksa dalam melakukan pemeriksaan di Kantor berpedoman pada norma 
pemeriksaan sebagai berikut : 
a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh Bupati atau 

Pejabat untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke Kantor Oinas Pendapatan 
Daerah dalam rangka pemeriksaan; 

b. pemerlkH wajlb melakaanakan maksud dan tujuan pemerlksaan kepada Wajib Pajak 
yang akan diperiksa; 

! c. pemariksa wajib membuat laporan pemeriksaan; 
d. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tenteng hesil 

pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan; 
e. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 

yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan; 
f. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 
pemeriksaan: . 

g. pemerlkaa wajib member! petunjuk kepada Wajlb Pajak mengenai penyelenggaraan 
pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenal pemenuhan kewajiban 
perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar 
penyftlenggaraan pembukuan. atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan 
untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ber1aku. 



Pasal29 
(1) Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut : 

a. pemerlkaaan dapat dilakukan oleh Pemeriksa yang telah mendapat Pendidlkan Teknis 
Pemeriksa Pajak Daerah dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa; 

b. pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat 
terbuka, sopan dan obyektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela; 

c. pemeriksaan harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan menggunakan gambaran yang 
se1uaj dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak; 

d. temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan 
untuk menyusun Laporan Pemeriksaan. 

(2) Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut : 
a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program pemeriksaan, sesuai 

dengan tujuan pemerikaaan den dengan pengawasan yang sekaama: 
b. luas pemeriksaan ditentukan bercasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus 

dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya 
jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pemerikaaan; 

c. pendapat dan kesimpulan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan 
bertandaakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(3) Pedoman Laporan Pemerlksaan adalah sebagai berlkut : 
a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas sesuai dengan ruang 

llngkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti 
yang ~uat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan lnformasi 
lain yang dlpertukan; 

b. laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah harus me, 111Je1 i .atikan : 
1. faktor pembanding; 
2. nilai absolut dari penylmpangan; 
3. sifat, buktl dan petunjuk adanya penylmpangan; 
4. pengaruh penyimpangan; 
5. hubungan dengan permasalahan lainnya. 

g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan diterbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau 
STPD; 

(2) Wajib Pajak saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di 

Kantor aeau•i dengan waktu yang ditentukan; 
b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk mempertihatkan Surat Perintah 

Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa; 
c. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang 

maksud dan tujuan pemeriksaan; 
d. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal 

yang berbeda antara hasll pemeriksaan dengan SPTPD; 
e. Wajib Pajak wajib menandatangani surat pemyataan persetujuan apabila seluruh hasil 

pemeriksaan dlaetujui; 
f. Wajib Pajak wajib menandatangani Serita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil 

pemeriksaan tersebut tidak seluruhnya disetujui; 
g. Wajlb Pajak wajlb memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan den dokumen 

yang diper1ukan untuk kelancaran pemeriksaan; 
h. Wajib Pajak wajib memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap pertu dan memberi bantuan guna kelancaran pemerlkaaan: 
I. Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan. 

• 

! 



Pasal31 
(1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksa-.ii :..~pangan, Wajib Pajak atau Wakil atau 

Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada plhak yang 
mempunyal kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas 
kewenangannya, dan aelanjutnya.pemeriksaan ditunda untuk dllanjutkan pada ke1emp1tan 
berikutnya. 

(2) Untuk kepertuan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, 
Pemerikta dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang dlper1ukan. 

(3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya tidak juga 
ada ditempat pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan teriebih dahulu meminta Pegawai 
Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran 
pemerlkaaan. 

(4) Apabila Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki 
tempat atau ruangan yang dianggap pertu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan Wajib Pajak atau Wakllnya atau Kuasanya 
harus menandatangani Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan. 

(5) Apabila Pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak aebagaimana dimaksud 
pada ayat (3} menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan yang bersangkutan harus 
menandatangani Surat Pemyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan. 

Pasal30 
(1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dengan cara : 

a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai buktl pelunasan 
kewajiban perpajakan daerah; 

b. memeriksa buku·buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termaauk keluaran 
dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; 

c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termaeek keluaran dari 
media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan 
tanda terima; 

d. meminta keterangan liaan dan/atau tertulia dari Wajib Pajak yang diperikaa: 
e. memasukl tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menylmpan dokumen, 

uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak 
dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemerlkaaan 
ditempattempat tersebut; 

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak 
atau Wakll atau Kuasanya tldak memberikan kesempatan untuk memaaukl tempat atau 
ruangan dimaksud atau tidak ada dlternpat pada saat pemeriksaan; 

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketlga yang mempunyai 
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 

(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dengan cara : 
a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, 

catatan 'dan dokumen pcndukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 
perangkat elektronik pengolahan data lainnya; 

b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari 
media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan 

! tanda terima; 
c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya tennasuk keluaran 

dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; 
d. meminta keterangan Ii.an dan/atau tertulia dari Wajlb Pajak yang diperlkaa; 
e. memlnta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketlga yang mempunyai 

hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 



Pasal35 
(1) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan yang dibuat dan/atau bukti yang 

dikumpulkan oleh pemerlksa pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan yang 
disusun secara sistematis, sehingga merupakan rekaman dari semua temuan, kejadian, 
den data yang diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemerikaanya. 

(2) Materi KKP meliputi : 
a. ldentitas Wajib Pajak Oaerah; 
b. Uraian hasll pengamatan lapangan terhadap usaha Wajib Pajak; 
c. Dasar Pengenaan Pajak Oaerah; 
d. Piutang Pajak Daerah. 

Pasal34 
(1) Pemeriksaan Pajak dilakukan dalam rangka memeriksa SPTPO dan data pendukung 

lainnya untuk menerbitkan SKPDN. SKPOKB, SKPOKBT, atau STPO. 
(2) Sasaran Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut : 

a. memerikaa buku ka1; 
b. memeriksa laporan produksi mineral bukan logam dan batuan; 
c. memeriksa data penjualan kas dan kredit pads buku besar (ledger) 

BABX 
TEKNIS PEMERIKSAAN PAJAK 

Pasal33 
(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhlr pemeriksaan lengkap 

diselesaikan waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesal dllakukan. 
(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah pemerlkaaan lapangan aelesal dilak·..,;...; •. 
(3) Hasil Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera seteiah pemeriksaan 

selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak. 
(4) Apablla Wajlb Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

atau tldak menghadlrf pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPOKB, SKPDKBT, atau 
! STPD dlterbltkan secara jabatan berdasarkan hasil pemerlksaan yang disampaikan kepada 

Wajib Pajak. 
(5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tldak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. 
(6) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana 

dibldang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat 
Laporan Pemeriksaan. 

Pasal32 
(1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan Hbagai daaar penerbitan 

SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau 
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besamya 
pajak dlberitahukan kepada Wajib Pajak. 

(6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) atau ayat (5), Pemeriksa membuat Serita Acara Penolakan Pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh Pemeriksa. 

(7) Surat Pernyataan Penolakan · Pemer.iksaan, Surat Pernyataan Penolakan Membantu 
Kelancaran Pemeriksaan dan Serita Acara Penolakan Pemerikaaan aebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan 
besamya pajak terutang secara Jabatan atau dilakukan penyidikan. 



Pasal39 
. (1) Plutang Pajak yang tercantum dalam SKPOKB, SKPOKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan 
Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan 
penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Oaerah teraebut 
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. 

(2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud 
pad& ayat (1) adalah : 
a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta 

warisan den tidak mempunyai ahli waris; 

Pasal 38 
(1) Ruang li:igkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Daerah meliputi 

kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sarnpai 
dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam 
SKPOKB, SKPOKBT. STPO, Surat Keputuaan Pembetulan Surat Keputuaan Keberatan, 
Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif. 

(2) Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT. STPD Surat Keputusan 
Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan 
Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak 
tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kedaluwarsa. 

BABXI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Pasal37 
Blanko yang dipergunakan dalam Pemeriksaan Pajak Daerah seperti Program Pemerii<saan 
Pajak Daerah, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah, 
Rekapltulasl SPTPO, Rekapitulasl SSPO dan Serita Acara Pemeriksaen Pajak Oeerah adalah 
sebagalmana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati ini. 

(1) Oalam penetapan jabatan, media yang harus diperhatikan adalah aebagai berikut : 
a. Surat Tugas Pemerlksaan dan Surat perihal permlntaan untuk menyerahkan data oleh 

Wajib Pajak; 
b. Serita Acara Penolakan Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 

apabila Surat Pemyataan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 
c. Serita Acara Penolakan Penandatanganan Serita Acara Hasil Pemeriksaan; 
d. Serita Acara Ketldakhadiran Wajlb Pajak. 

(2) Prosedur pelaksanaan penetapan secara jabatan : 
a. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan tahun/periode 

sebelumnya, kemudian di rekapitulasi dan dlberikan komentar SPTPD dan SSPD untuk 
periode yang diperiksa; 

b. melakukan pengamatan dan membuat Serita Acara; 
c. membuat perbandingan antara lain transaksl dengan nilal SSPD; 
d. menghitung kewajiban pajak terutang; 
e. menyuaun Laporan Haail Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD); 
f. membuat SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 

.... 

Pasal36 

(3) Uraian hasil pemeriksaan meliputi : 
a. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyampaian SPTPO; 
b. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran pajak terutang melalui SSPD; 
c. hasil pemeriksaan terhadap sistem pencatatan atau pembukuan yang digunakan oleh 

wajib pajak. 



Pasal43 
(1) Kepala Oinas Pendapatan Daerah setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan 

Daftar Cadangan Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian 
terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang 
Pajak. 

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati. 
(3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Pajak Oaerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk mendamplngl Tim. 

Paaal 42 
(1) Pada setlap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang Penagihan pada Oinas Pendapatan 

Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Oaftar Cadangan 
Penghapusan Plutang Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan. 

(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Oaftar Cadangan Penghapusan Piutang 
Pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : 
a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; 
b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Oaerah (NPWPD); 
d. jenis Pajak; 
e. tahun Pajak; 
f. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk 

dihapus; 
g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan 
h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus. 

(3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh : 
a. Bupati untuk jumlah aampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); din 
b. Bupati dengan persetujuan Dewan Pet .vcsi(iiJn Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari 

Rp.5.000.000.0CO,OO {lima miliar rupiah). 

Pasal 41 
Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak dilaku1<an lagi tlndakan 
penagihan. 

Pasal 40 
(1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Wajib Pajak ter1eblh dahulu 

dltatausahakan sebagal piutang pajak daerah dan telah dilakukan u.paya tindakan 
penaglhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 

(2) Piutang Pajak yang tldak dapat atau tldak mungkin dltagih lagi akan tetapi belum 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ter1ebih dahulu dimasukkan 
ke dalarr: buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak. 

b. Wajib Pajaklpenanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 
c. Wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan, 

dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; 
d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena: 

1. Wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat den tidak mungkin diketemukan lagi 
berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui kepala 
kampung; 

2. WAjlb Pajaklpenanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya 
berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahul Kepala 
Kampung. 

(3) Wajib Pajaklpenanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kepala 
Kampung setempat selama 14 (empatbelas) harl kerja. 



Pasal 47 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

atas suatu: 
a. SKPDKB; 
b. SKPOKBT; 
c. SKPDLB; dan 
d. SKPDN. 

(2) Syarat pengajuan kebe;atan adalah aebagai berikut : 
a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang 

jelas; 
b. melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN; 
c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran; 
d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya; 

BAB XII 
KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 46 
(1) Kepala Dines Pendapatan Daerah menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) kepad., ~cµala Bagian Keuangar Sekretariat Daerah 
Kabupaten Teluk Bir.tuni dan Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan Oaerah. 

(2) Petlka.n Keputuaan Bupatl aebagalmana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Bldang 
Penagihan pada Dlnas Pendapatan Daerah segera mengadminlstraslkan dan menghapus 
piutang pajak dari daftar piutang pajak daerah. 

Pasal 45 
(1) Berdasarkan Dafter Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan 

penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Kepala Dinaa Pendapatan Daerah 
mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati. 

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputuaan Bupati. 

Pasal 44 
(1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disampaikan kepada 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam bentuk laporan. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 

a. name Wajib Pajak den Penanggung Pajak; 
b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 
d. nomor dan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat 

Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi 
Admlnlatratlf berupa kenalkan bunga dan/atau denda; 

e. jer"is Pajak; 
f. tahun Pajak; 
g. besamya piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk 

dihapus; 
h. . tindakan penagihan yang pernah dilakukan; 
i. alasan dlhapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan: dan 
j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan. 

... 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Dinas 
Pendapatan Daerah. 



Pasal52 
Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal51 
Pada saat Peraturan Walikota ini ber1aku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan dinyatakan dicabut dan tidak ber1aku. 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

PasalSO 
Wajlb Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap 
keputusan mengenal keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 

Pas"' 4:3 
(1) Surat keberatan dari Wajib Pajak dicatat dalam Buku Register. 
(2) Petugas pada Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban mengumpulkan data pendukung 

yang berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan 
(3) Atas kelengkapan pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak dilakukan penelitian 

dan/atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
seb•gaimana tercantum dalam Lamplran XVI Peraturan Bupati lni 

(4) Pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan dlrumuskan datam Serita Acara Rapat 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini. 

(5) Kesimpulan dalam Serita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan 
dalam Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. 

(6) Keputuun Bupatl sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka 
waktu 12 {dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima. 

(7) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang. 

(8) Apabila jangka waktu rebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal48 
Pemeriksaan keberatan pajak dilakukan oleh Tim Pemeriksa Keberatan Pajak yang ditetapkan 
oleh Bupati. 

e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah 
yang telah c;fisetujui Wajib Pajak. 

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupatl atau Pejabat yang dltunjuk 
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagal tanda bukti 
penerimaan surat keberatan . 

(6) Formulir Surat Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan 
Bupati ini. 

... 
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pada tanggal 11 Maret 2016 
Pit. SE S DAERAH KAB TELUK BINTUNI 

LATU) ( ISHAK L. 

Ditetapkan di Bintuni 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten T eluk Bintuni. 



ISHAK 

L, Pj.BUPATI 

Tanda Tengan 
Nama Jelas 

. . . 

Bintuni, Tahun . 
Pemohon 

D WNA D WNI 

1. Nama Usaha 
2. Nama Pemlllk /Pengelola 
3. Kewarganegaraan 
4. Alamat tempat tinggal 

5. Tanda Buktl Diri D KTP D PASPOR 
6. No. dan Tgl Tanda Bukti 

Diri 
7. Surat lzin lain yang dimiliki (Photo Copy Surat lzin harap dilampirkan) 

- Surat lzin - No. - Tgl . 
- Surat lzin - No. - Tgl . 

8. Jenis Pajak : MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

DATA WAJIB PAJAK DAERAH 

·u- .,.,,,.,., ••. ,-- nee 

DI· 

Keped1 
Yth . 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH 
SADAN I PEMILIK USAHA 

Nomor Fonnulir: 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ala mat TELE PON . 
Bintuni 

FORMULIR PENDAFTARAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran I 



I a, PJ. BUPATI 

PERHATIAN: 
1. Kartu NPWPD lnl harap dlslmpan dengan balk, apablla hilang agar segera melapor ke Oinas 

Pendapatan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
2. Kartu lnl hendaknya dibawa apablla Saudara akan membayar pajak berlkutnya, atau melakukan 

transaksl dan bernubunqan dengan lnstansi-instansl dalam Oaerah Kabupaten Teluk Blntuni. 
3. Dalam Wajlb Pajak pindah domislll ke Kabupaten/Kota diluar Kabupaten Teiuk Blntuni supaya 

melapor1<an. • 

NIP. 

-- .... • I 

Bintuni Tahun . 
a.n Bupati Teluk Bintuni 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

NPWPD 

ALAMAT 

NAMA 

KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPO) 
No Tahun . 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENOAPATAN DAERAH 

JI. Alamat TELEPON . 
Bin tun I 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran II 



ISHAK 

LUi BINTUNI ( ~'Pj. BUPAT 

NIP. 

Kepala Oinas Pendapatan Daerah 

. 
Oemiklan untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan 

terima kasih. 

Apabila Wajib Pajak sudah memenum kewajiban Perpajakan sebagaimana 
dlmaksud diatas. maka Surat ini dapat dlabaikan. 

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor . 
Tahun Tentang Pajak maka kami memberitahukan kepada Wajlb Pajak 
agar menyampaikan SPTPD beserta data pendukung yang benar dan lengkap serta 
melakukan pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
setelah berakhimya masa pajak. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada saudara agar segera 
menyampa1kan SPTPD beserta data pendukung yang lengkap dan benar untuk bulan 
............. tahun paling lambat tanggal ( ) bulan t.hun . 

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dnnaksud 
diatas, Wajib Pajak akan dikenakan sanksl admlnistratif berupa bunga aebesar 2% (dua 
persen) sebulan dlhitung dari Pajak yang kurang atau ter1ambat dlbayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak. 

Apabila kewajiban mengisl SPTPO tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihltung 
secara Jabatan dan dikenakan sanksl admlnistratlf berupa kenalkan sebeaar 2S% (dua 
puluh lime persen) dart Pokok Pajak ditambah M,nksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan dihltung dart pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihltung sejak saat terutangnya 
Pajak. 

., ,, .. ,,, . 

~ - . 

Bintuni, Tahun . 
Kepada: 

Ylh. Manajemen . 
NPVVPO. 
Alamat: 
Di- 

PembedtahuaoCTegurao 

Nomor 
Lampiran 
Perhail 

PEMERINTAH KA-BUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ala mat TELE PON . 
Bintuni 

SURAT TEGURAN UNTUK MENY AMPAIKAN SPTPD 

LAM BANG 
DAE RAH 

... 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran Ill 



o •-•I 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

LAM BANG JI. Ala mat ............................ TELEPON ............ TAHUN Bintunl 
DAE RAH ........ 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

Masa : ................................................................ 

Kepada: 
Yth. ·········································· 

······································· 
Di- 
·1•1;········•11······ 
•,: pp S1 u•ttrnr Utt I 

PERHATIAN: 
1. Harep dllsl dalam rangkep 2 (dua) ditulis dengen huruf oetakldiketik dilamptrun data pendukung transaksi, dari 

tanggal den bul1n SHU.I dengen Mua Pajak. 
2. Ager diiai dengan data yang jelas, benar, dan lengkap, ditandatanganl selanjutnya di$8mpaik.an kembali kepada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni paling lambat 3 (tiga} hari setelah be<akhimya masa Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batu1n 

3. Apablla kewajlban penglsian dan penyampaian tidak dlpenuhf maka penetapan pajak dfhltung secara jabatan dan 
dikenakan sanksl admlnlstratff berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh Uma persen) dar1 pokok pejak dltambah 
bunga sebeaar 2% (dua peraen). 

NPWPD 
JENIS USAHA 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
ALAMA T USAHA PEMILIK: 
TELEPON/FAX 
PELAKSANAAN PEMBUKIJAN D MANUAL D KOMPUTER 

A Dasar Penaenaan Paiak : Ro. 
B. Paiak terutlna <Tartt Pelak 25 % x A) :Ro. 
c. Pajak yano harua dlbayar : Ro. 
0. Palak vano telah dlbavar : Ro. 
E. Paiak vano kuranallebih bavar : RD. 

Bintuni, .................. Tahun .......... 
PEMILIK/PENGELOLA 

.............................................................. 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran IV 

... . 



ISHAK . HALL.ATU 

!· Pj. BUPAT tur BINTUNI r 

NIP. 
11eeeeee11eeeseeoeoncettteneoconttettottttttettttttttt11 

MENGETAHUI, 
SETELAH DIPERIKSA OLEH 

KEPALA BIOANG . 

OIT!:RIMA TANGGAL 
NAMA PETUGAS 
TANOA TANGAN 

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA 

1 2 3 4 5 
NO. JENIS MINERAL BUKAN LOGAM VOLUME NILAI PASAR ATAU OPP 

DAN BATUAN HARGA STANOARJm• 5 c ( 3 x 4) 

1 m• Rp. Rp. 

2 m> Rp. Rp. 

. 
3 m> Rp. Rp. 

4 m• Rp. Rp. 

5 m3 Rp. Rp. 

6 m> Rp. Rp. 

JUMLAH m• Rp. Rp. 

DASAR PENGENAAN PAJAK 
BULAN: TAHUN: . 



NIP. 

Bintuni, Tahun .. 
a.n Kepala Olnes Pendapatan Daerah 

Kepala Bidang . 

Rp. 
Rp 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

PERHATIAN: 
1. Pembey9ran etea pejak ten.rtang dllekukan peda Bendahara Pener1ma Olnaa Pendapetan ONrah Kabupaten 

Teluk Blntunl dengan menggunekan Surat Setoran Pajak Oaerah (SSPO). 
2. SKPOKB dinyatakan LUNAS jlka telah disahkanlvalidasl Kas Register atau capllanda tangan Pejabat 
3. Apabita SKPOKB inl tidak 1tau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lam1 30 (tlga puluh) hari Mjak SKPOKB 

lnl dlterbitkan dlkenakan aankli edmlnl1tt11tlf ~run. bunaa 2% (dua tMtrsen) l»I' bulan. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Ro. 

Dengan hurut 

Rp . 
Rp. 

. . . 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMILJK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

I. Berdasarxan Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun tentang Pajak telah 
dllakuken ~ksun etau Ketenmgan Lain ata• pelaksanaen kewajiban Wajib Pajek. 

II. Dari Pemenk.aaan atau Keterangan Lain teraebut dlatas, Penghitungan Jumlah yang maalh hanla dlbayar adalah 
sebagel berikut: 
1. Oaur Pengenaan Pejak 
2. P1jak )'Ing terutang 
3. Kredit Pajak: 

a. Kompensansi kelebihan pembayaran 
b. S.toran yang dilakukan 
c. Llln-Laln 
d. Jumlah yang dapat dikredltkan (a+ b + c) 

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) 
5. Sankal edmlnlttratlf 

,. Bunga 
b. Kenalkan 
c. Jumlah sanksi edministratif (a+b) 

6. Jumleh yeng mulh herua dibeyar ("4 + 5c) 

NO URUT 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) 
MASA . 
TAHUN 

PEMERINlAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENDAPATAN OAERAH 

JI. Alamat TELEPON . 
Bintuni 

LAM BANG 
DAE RAH 

A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

lampiran V 



NIP. 

Bintunl, Tahun . 
a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Ke pale Bidang , 

--------------------------------~---------4 PERHATIAN: 
1. Pembayaran ataa pajak terutang dilakukan pada Bendahara Pener1ma Dinaa Pendapatan Daerah Kabupaten 

Teluk Binn.ml dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 
2. SKPOKBT dinyatakan LUNAS Jika telah diaahkanlvalldaal Kaa Register atau c:apltanda tangan Pejabat. 
3. Apablla SKPOKBT inl tidak atau kurang <libayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif beruoa bunca 2% (dua eersen) eer bulan. 

Rp. 
Ro. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Oengan huruf: 

Rp. 
Rp. 13.Q.. _ 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMILIKIPENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO . 

I. Berdasarun Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun •......... tentang Pajak telah 
dllakukln P1merlk..,n atau K1t1rangan Lain atH pelakunHn kewajit>.n Wajlb Pajak dan telah dltemukan deta 
t>.ru/atau data yang aemula belum terungkap. 

II. Oar1 data t>.rulatau data yang semula belum terungkap, Penghltungan jumlah yang masih harua dibayar adalah 
aebegal bertkut: 
1. Dasar Pengenaan Pajak 
2. Pajak yang terutang 
3. Kredit Pajak: 

a. Kompenaanll keleblhan pembayaran 
b. Setoran yang dilakukan 
c. Lain-Lain 
d. Jumleh ~ng CS.pet dlkreditkan (a + b + c) 

4. Jumlah kekurangan pemt>.yaran Pokok Pajak (2 - 3d) 
5. Sanksl admlnistratif 

a. Bunga 
b. Kenalkan 
c. Jumlah aankal admlnlatratlf (a+b) 

6. Jumlah yang masih harus dlbayar ('4 + sc) 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 
(SKPDKBT) 

MASA 
TAHUN 

NO URUT 
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 

OINAS PENDAPATAN DAERAH 
JI. Ala mat TELEPON . 

Bintunl 

LAM BANG 
DAE RAH 

8. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 



- ·- .. ' 

• HALLATU 

l PJ. BUPAT Tti BINTUNt 

NIP. 

Bintuni, Tahun .. 
a.n Kepala Oinas Pendapatan Oaerah 

Kepala Bldang , 

RD, NJH!b 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

I. Berdasar1<an Perda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun tentang Pajak telah dilakukan 
Pemerikaaan atau Kete,..ngan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. 

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghltungan jumlah yang maslh han.is dlbayar adalah 
sebagal berikut: 
1. Oasar Pengeoaan Pajak 
2. Pajak yang ten.rtang 
3. Kredit Pajak: 

a. Kompensansl kelebihan pembayaran 
b. S.tOfan yang dilakukan 
c. Lain-Lain 
d. SPTPO (Pokok) 
e. Jumiah yang dapat dikreditkan (a + b + c+d) 

4. Jumlah yang mHlh hal'\.la dibayar (2 -3e) 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMIUK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPON) 
MASA .. 
TAHUN 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alam et TELEPON . 
Bintuni 

NOURUT 

C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL 

~ - . 



ISHAK 

i, Pj. BUPATI l'f=LUf BINTUNI I ... 

NIP. 

Bintuni, Tahun .. 
a.n Kepala Oinas Pendapatan Oaerah 

Kepala Bidang , 

PERHATIAN: 
1. Pembayaran atas pajek terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Oinas Pendapatan Oaerah Kabupaten 

Teluk Blntuni dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Oaerah (SSPO}. 
2. STPO dinyatakan LUNAS jika telah disahkanlvalidasi Kas Register atau capllanda tangan Pejabat. 
3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lew;: ;·: .. :- ~u paling lama 30 (lig.a puluh) hari aejak STPD inl 

ditert>itkan dikenakan Mnkal admini1tratif berupa bunoa 2% (dua l'IAl'len\ oer bulan. 

Dengan huruf: 

I. Berdasarttan Perda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun tentang Pajak telah dilakukan 
Penelitian dan/t1t.u Pemerikaaan at!lu Keterangan Lain ates pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. 

11. Dari Penelltlan dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang maslh 
harus dibayar adatah sebagai berikut: 
1. Pajak yang kurang dlb.lyar Rp. 
2. Sankal admlnlltr.Uf 

a. Bunge Rp. ------- 
3. Jumlah yang maslh harus dibayar (1 + 2a) ...,R .... o . .___ _ 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

NO URUT LAM BANG 
DAE RAH 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 
MASA .. 
TAHUN 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ala mat TEL!::PON .. 
Bintuni 

I. 
SURAT TAG I HAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran VI 



ISHAK • HALLA TU 

Lembar 1 : untuk Pemohon/Penyetor 
Lembar 2 : untuk BKP 
Lembar 3 : untuk Bidang Pembukuen dan Pelaporen 
Lembar • : unhlk Arslp 

'1 Berl tanda X pada kotak 
2J Coret yang tidak pertu 
SSPO inl ber1aku setelah CeWBG dapat dicairbn 

NIP. 

Bintuni, Tahun . 
KASIR PENERIMA PENYETOR, 

Jenis Pembayaran 
No. Cek/BG 
Tgl. Cek/BG/Tranafer 

: Masa Pajak Tahun . 

: (Tunai/ Cek I BG I Transfer) :.ti 

Guna Pembayaran 

Dengan huruf 

: Rp. Uang tebeNr 

NPWPD I I I I I I I I I I I I I 
c=J SK Pembetulan 

l=:J SK Keberatan 

l=:J Lalo.lain 

c=J SPTPD 

C:J SKPDKB 

C=:J SKPOKBT 

C:J STPD 

Menyetor Berdasaooin ti 

Jenla Pajak 
Nama Usaha/Perusahaan : 
Ala mat 

Nomor: 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alamat TELE PON . 
Bintuni 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran VII 



NIP. 
···············.························· 

Hormat Saya, 
Pemohon 

Tanda Terima 
- a.n. Kepala Dina, Pendapatan Oaerah 

Kepala Bldang , 

Oemikian ~honan aaya dengan harapan dapat dipenuhi. 

Aluan pengajuan pennohonen Angauran lnl : 

JUMLAH ANGSURAN 
Rp .. 
Rp .. 
Rp . 

Rincian Anggaran 
TANGGAL PENYETORAN 

Tgl. .. 
Tgl. . 
Tgl. . 

Dengan lnl saya mengajukan permohOnan agar klranya utang pajak tersebut dlatas dapat dlsetor dengan care 
angsuran aebanyak ( ) kall dengan masing-masing terse but dibawah dan akan lunas aeturuhnya paling 
tambat tang911I . 

Meng•kul mHlh mempunyal utang paJak atoa SKPOKB/SKPOKBT/STPO/Surat Keputuaan Pembetulan/Su111t 
Koputuaan Keberatan/Putusan Banding j No bulan tahun . 
Jumlah : Rp. 
OenganhuNf: 

....................................... Telp . Alam at 

D 

....................................... Telp .. 

Oongan hormat 
Saye yang beNnda tangan 
dlbawah lnl 

Nama 
Pemilik/Pengelola 
Alam at 

Berttndak untuk dan atas 
nama 

Nama 
Usaha/Perusahaan 
NPWPO 

.......... , Tahun . 
Kepada: 

Yth. Bupati Teluk Blntunl 
Up. Kopala Olnaa Pendopat.an 
Dae rah 
Di- 

Pennohonan Angauran 
Poiok 111111111111111111111111111 

Perihal 

A SURAT PERMOHONAN ANGSURAN 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016. 

Lampiran VIII 



ISHAK 

~ Pj. BUPATI t?INTUNI I 

u 

NIP. 

Hormat Saya, 
Pemohon 

Tenda Terima 
a.n. Kepala Dinaa Pendapatan Daerah 

Kepala Bidang . 

Demlkian pe,mohonan saya dengan harapan dapat dipenuhl. ······································································································································································· 
........................................................................................................................................................................................... 
Alasan pengajuan pennohonan Penundaan Pembayaran ini : 

Oengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran etas SKPOKB/SKPDKBT/STPD/Surat 
Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding j No bulan tahun .. 
Yang aken jetuh tempo pede tanggel agar kirenye tanggal hatuh tempo depet diperpanjangld1tunde hlngga 
tanggal . 

....................................... Telp . Ala mat 

CJ 

....................................... Telp .. 

Dengan honnat 
Saya yang bert.anda 
tangan dibawah ini 

Nama 
Pemilik/Pengelola 
Ale mat 

Bertlndak untuk dan 
ates narna 

Nama 
Uaaha/Peruaahaan 
NPWPO 

.......... , Tahun .. 
Kepada: 

Yth. Bupati Teluk Bintuni 
Up. Kepala Dinaa Pendapatan 
Daerah 
Di - 

Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran 
PaJak CDCDltCCDO ononeeeeueeee .. 

B. SURATPERMOHONANPENUNDAANPEMBAYARAN 

.. 



Honnat Saya 
Pemohon 

NIP. 

Tandi Terlma 
a.n Kepala Dlnas Pendapatan Daerah 

Kepala Bldang . 

2. Jlka pemyataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tldak saya penuhl, maka penaglhan dilakuk.an dengan 
Surat Pakaa, tanpa pemberitahuan ter1ebih dahulu. 

Jml. Angauran 
Rp .. 
Rp . 
Rp .. 
Rp .. 

Rp . 

Blaya Adm. I Sunga 
Rp . 
Ro . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Angauran Pokok 
Rp . 
Rp .. 
Rp .. 
Rp . 

Rp. ··············· 

Rp . 

Pembayaran Angauran 
a. Tgl Angsuran I 
b. Tgl. Angsuran II 
c. Tgl. Angiuran Ill 
d. Tgl. Angsuran IV 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp. ········································ 

a. SKPOKB No tgl. . 
b. SKPOK8T No tgl. .. 
c. STPD No tgl. . 
d tgl. .. 
e tgl. . 

1. Oengan lnl menyatakan telah menyampaikan pennohonan angauran pembay1ran wno paJak pada tanggal 
......... sebanyak ( ) kali angsuran. Tertiadap Surat Ketetapan Pajak yang telah dlterima 

: D L_._I _...___,__~~"----J 
: Telp . 

: Telp . 

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN 

NPWPO 
Nam at 

Bertindak untuk den atas nama 
Nama Usaha/Perusahaan 

Yang bertanda tangan di bawah lnl 
Nama Pemillk/Pengelola 
Ala mat 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN DAERAH 

JI. Alamat TELEPON . 
Bintunl 

A. SURAT PERJANJIAN ANGSURAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016. 

Lampiran IX 



NIP. 

HonNt Saya 
Pemohon 

Tande Ter1ma 
a.n Kepala Olna1 Pendapatan Daerah 

Kepala Bldang .. 

1. Oengan lnl menyataun telah menyampalkan permohonan penundaan pembayaran utang pajak peda tanggal 
................... terhadap SKPDKBISKPDKBT/STPC ,.;.:.,tu· Keputu .. n Pembet•1lan/Surat Keputuaan 
Keberatan/Putusan Banding •) Nomor Jatuh tempo tanggal .. 

2. Berda .. ritan pennohOnan dlataa maka telah dlsepakaU bahwa pembaya,..n •ta• utang paJak dlatH dltunda 
pembayatannya aampal dengan tanggal .. 

3. Jlka pemyataan pembayar1r, pada angka 2 (dua) diatas tidak aaya penuhl, maka penagihan dllakukan dengan 
Surat Paku, tanpa pemberitahuan ter1eblh dahulu. 

Alam at 
DI I I I I I I I I I I 11 1 

: Telp .. 

NPWPD 

Bertindak untuk dan ataa nama 
Nama Uaaha/Peruaahaan 

: Telp .. 

Yang bertanda tangan di bawah lni 
Nama Pemilik/Pengelola 
Ala mat 

SURAT PERSETUJUAN PENUNOAAN PEMBAYARAN 

LAM BANG 
OAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENOAPATAN OAERAH 

JI. Alam at TELEPON . 
Bintuni 

B. SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

... 



~ Pj. BUPA,:(\ELUK BINTUNI / 

·~ I 

•) Coret yang tidak pertu 

NIP. 

Bintuni, Tahun . 
Kepala Oinas Pendapatan Oaerah 

Demlkian agar Saudara maklum adanya. 

Setelah kaml mempelajari dan mempertlmbangkan dengan lni diberitahukan bahwa Surat 
Pennohonan Angsuran I Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal .. Nomor . 
. . .. . . . . .. . .... . .. . .. .... dengan sang at menyesal tidak dapat kami penuhi. 

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN I 
PENUNDAAN PEMBAYARAN *) 

Nomor: . 

I ti I II I I et ts! I It 

Kepada: 
Yth. Bapak/lbu/Sdr. 
Di- 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN DAERAH 

JI. Ala mat TELEPON . 
t.intuni 

C. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN 

• 

... " 



ISHAK L. HALLA TU 

l PJ. euPATI \eLut< e1NTUN1 f7 
\ ~} 

; Coret yang tidak per1u 

NIP. 

. - . ~TIAN 

P/11.JN(. HAAUS DllUNMI ~ JANOl<A WAt<TU 7 
(T\JJUH) HARi arnLAH TANGOAL SURAT 
TEOURAH INI. Sf.SU!Wi BATAS WAKT\J ITU, 
TINOAl<AN PEHAGIHANAKAN DILANJVTI<AN 
DENGAN PENYERAHANSUAAT PAKSA. 

E31ntunl, Tahun .. 
Kepala Olnas Pendapatan Oaerah 

Setelah . k1mi mempelajari dan rriempertimbangkan dengan inl diberitahukan bahwa Surat 
Permohonan Angsuran I Penundaan Pembayaran •) Saudara tertanggal .. Namer . 
............ ... .... ... .... dengan sang at menyesal tidak dapat kami penuhi. 

Dengan huruf : ( ) 
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah 
Tunggakan da1am waktu 7 (tuj,Jh) hari kerja aetelah tanggal Surat Teguran ini. 
Oalam hal Saudlra telah melunaal Tunggakan tersebut diataa, dimlnta agar Saudara aegera met.po,1(arl kepada 
Bidang Penagihan Dines Pendapatan Daeratl Kabupaten Teluk Bintuni. 

Tanggal Jatuh Jumlah 
Tempo Tunggeken 

Rp. 

Nomot Dan Tanggal 
SKPDKBISKPOKBT/STPO/SK 

Keberetan/SK Pembetulan/PubJaan 
Bandina •) 

Tahun Jenia Pajak 

Jumlah 

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan sebagal berlkut : 

Nama Usaha/ 
Perusahaan 
NPWPD D I I I I i I I I I I I I I I 
Alamat 

SURAT TEGURAN 

················ 

............. , Tahun . 
Ke pad a: 
Yth. Bapak/lbu/Sdr 
Di- 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENOAPATAN OAERAH 

JI. Alamat TELEPON . 
Bintuni 

SURAT TEGURAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran X 

.. 

I 



•) Corel yang tidak pertu 

Hormat Saya, 
Pe mo hon 

Oemikian permohonan lni dibuat agar dapat disetujul, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih. 

:Rp. Jumlah 
Oengan huruf 
Oengan alasan 

O.ng1n lnl m.ngejukan permohonan pengurangan atau penghapusan aanksl adminlstl'9tif I permohonan 
pengurengan etau pembatalan ketetapan pajak ") ates SKPOKB/SKPOKBT/SKPON/SKPOLB i No bulan 
.......................... tahun .............•. 

: Telp . Ala mat 

NPWPO :0 
Bertlndak untuk dan atas nama 

Nama Usaha I Perusahaan 

: Telp . 

Dengan honnat, 
Says yang bertanda tangan di bawah Inf 

Nama Pemlllk I Pengelola 
Alam at 

Bintunl 

............................... Tahun . 
Kepad1: 

Yth. Bupati Teluk Bintunl 
Up. Kepala Olnas Pendapatan Daerah 
DI- 

: Permohonan Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksl Admlnistratif I Permohonan Pengurangan 
Atau Pembatalan Ketetapan Pajak •) 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS I ADMINISTRA TIF DAN 
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran XI 

• 



ISHAK 

l Pj. BU PAT T LUK Bl~TUNI I 
I 

•) Coret yang tidak pertu 

Hormat Saye, 
Pemohon 

Oemiklan ~rmohonan lnl dlbuat agar dapat diaetujul, ataa pertimbangannya &aya ucapttan tenma kaalh. 

: Rp. Jumlah 
Oengan huruf 
Oengan alasan 

Sesuai dengan SK Keberatan/Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas SPTPD •) No . 
bulan tahun .. 
Dengan lnl mengajukan pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

: Tolp . 

NPWPD 

Ala mat 

:0 
Bertlndak untuk dan etas nama 

Name Uaaha I Peruuhaan 

: , , Telp . 

Dengan hormat, 
Saye yang benanda tangan di bawah lnl 

Nama Pemlllk I Pengelola 
Ala mat 

Bintuni 

............... , Tahun .....•... 
Kepada: 

Yth. B~tl Teluk Blntunl 
Up. Kepala Olnaa F'endapatan Daert1h 
DI- 

: Permohonan Pengembalian Keleblhan 
Pembeyaran Pajak 

Nomor 
Lampiran 
Perfhal 

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016. 

Lampiran XII 

• 

"' 

• .. , 



ISHAK . HALLA TU 

L- PJ. BUPATI Tl ~/INTUNi/ 

NIP. 

Bintuni, Tahun . 
a.n Kepala Oinas Pendapatan Oaerah 

Ke pal a Bidang , 

PER HA TIAN: • 
Pengemballan Ke4eblhan Pembaya111n Pajak dilakukan pada Kas Oaerah dengan menggunakan Su111t Perintah 
Membayar Keleblhan Pajak (SPMKP). 

Ro 
Rp . 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Oengan huruf: 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

I. Berdasarbn Perda Kabupaten Tefuk Dintuni Nomor Tahun tentang Pajak telah 
dilakukan Pemeriklaan atau Keterangan Lain etas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. 

II. Dari Pemerlkaaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan Jumlah leblh beyar yan; seharusnya tldak 
terut.ang adalah aebagal berikut 
1. oaaar Pengenaan Pajak 
2. Pajek yang terutang 
3. Kredlt Pajak: 

a. Setoran yang diLakukan 
b. Lail'l-lain 
e. Oikurangi wing pajak 
d. Jumlah yang dapat dlkteditkan (a + b - c) 

-4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2) 
6. Senkaf admlnletr1tlf 

d. Sunga 
e. Kenaikan 
f. Jumlah sanksi administratif (a+b) 

6. Jumlah leblh bayar yang aeharuanya tidak terutang 
(,4 + !Sc) 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPO 
NAMA PEMILJK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

• 

NO URUT 

SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH LEBIH BAYAR (SKPOLB) 
MASA .. 
TAHUN 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN DAERAH 

JI. Afamat TELEPON .. 
Bintunl 

LAM BANG 
DAE RAH 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR 

- .. 
Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016. 

Lampiran XIII 



PENDAPAT KOREKSI 
NO. URAIAN WAJIB FISKUS LEBIH KURANG KETERANGAN 

PAJAK 
NIL.Al PAJAK SKPO PERIOOE 
PERIOOE: SEBELUMNYA: 

KESIMPULAN: 

JENIS USAHA 
PERIOOE PAJAK 
TAHUN 

NAMA WAJIB PAJAK 
NP'NPD 
ALAMAT 
TGL. PEMERIKSAAN 

C. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (LHPPO) 

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (LHPPD) 

Tanggal: 
Dlperlksa Oleh: 

Tanggal: 
Dibuat Oleh: 
1. 
2. 
3. 

NO. URAIAN DASAR PENGENAAN TARIF UTANG PAJAK KETERANGAN PAJAK DAERAH lOOPO) PAJAK DAE RAH 

TGL. PEMERIKSAAN 
JENIS USAHA 
PERIODE PAJAK 
TAHUN 

NO. KKPO 
NAMA WAJIB PAJAK 
NPWPD 
ALAMAT 

8. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (KKPD) 

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 
(KKPO) 

No . Proaram Pemeriksaan Tuiuan Pemeriksaan Sasaran Pemeriksaan 
. 

• 
... 

NAMAWP 
NPWPO 

PROGRAM PEMERIKSAAN PAJAK OAERAH 

A PROGRAM PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran XIV 



NO. MASA PAJAK NILAI SSPD WAKTU PENYETORAN KETERANGAN (Ro) 

NAMA WA.JIB PAJAK 
NPWPD 

REKAPITULASI SSPD 

E. REKAPITULASI SSPD 

Tanggal: 
Olperikaa Oleh : 

Mengetahul/Menyetujui 
Kepala Dlnas Pendapatan Oaerah 

Tanggal: 
Olbuat Oleh : 
1. 
2. 
3. 

N MASA PERINCIAN PENJUALAN WAKTU 
0 PA.JAX l<IJAAR tMl<IMI~ TELEPOH LAUHORV Hl8URAH LAIN- TOTAi. SERVICE OPP PAJAK PEHVAMPAIAH LAIN 

..... 

NAMA 1NAJIB PAJAK 
NPWPD 

REKAPITULASI SPTPD 

D. REKAPITULASI SPTPD 

Tanggal: 
OiperikH Oleh : 

Mengetahui/Menyetujui 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Tanggal: 
Dibuat Oleh : 
1. 
2. 
3. 



Pemer1kaa Pajak Daerah 
( ) Saksi-saksi 

WaJlb Pajak Deef8h 
( ) 

Demfklan Beriul Acara Pemerikaean lnl dibuat dengen sebenamya untuk dipergunakan aebaoalmana 
mestinya. 

.............................................................................................................. ). 

Seaual dengen Laporan HHII Pemetlkaaan Pajak Daerah (LHPPD). besamya Pajak terutang perlode 
............. Tahun sebesar Rp (terbilang 

BERITAACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

( ) ( ) 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENOAPATAN DAERAH 

JI. Ale mat TELE PON .. 
Bintuni 

LAM BANG 
DAE RAH 

,, Ped a hari ini tanggal bulan tahun pemeriksa Pajak 
Oaerah Oinaa Pendapetan Daerah/PHedahan Agung Kabupaten Badung, telah metakukan 
pemertk.aaan temedap : .. 

Nema Wajlb Pajak 
" NPVVPD 

Ala mat 

F. BERITAACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 



j Coret yang tldak per1u 

: Rp. Jumlah 
Oengan huruf 
Dengan ata.n 

Honnat Saya, 
Pemohon 

Demlklan permohonan lnl dlbuat agar dapat dlsetujul, ataa pertlmbangannya saya ueapqn ter1ma kaalh. 

Oengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berkaitan 
dengan SKPOKBISKPOKBT/SKPDLB/SKPON •) Nomor T•hun • 

: Telp .. Alemat 

NPWPO 

Bertindak untuk dan atas nama 
Name Uaaha I Perusahaan 

Oengan hormat, 
Says yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama Pemilik I Pengelola 
Alamat 

:0 

: Telp . 

Bintuni 

............... , Tahun . 
Kepada: 

Y!h. Bupati Teluk Blntunl 
Up. Kepala Olnas Pendapatan Daerah 
Di· 

SURAT KEBERA TAN 

: Permohonan Keberatan 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

' 

. , 

; 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016. 

Lampiran XV 



\ 

~- PJ. BUPA I ELUKtNTUNl;r' 

NIP NIP. 

Bintuni, Tahun . 
Kepala Bldano , Kepala S.kll , 

3. 

. , . 
2. 

Oengan haail sebllgli berlkut: 
1. . . 

: Telp . 

:0 NPWPD 

Ala mat 

Bertindak untutt dan 1t1s nama 
Nama Usaha/Perusahaan 

: Telp . 
Nama Pemlllk/Pengelola 
Ala mat · 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 
Nomor. 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alamat TELEPON . 
Bintuni 

LAM BANG 
DAE RAH 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

. 
' 

·_. 

Berdasaooin Surat Pennohonan Keberatan darl Wajib Pajak Nomor Tanggal Telah 
- melakukan Penelltlan/Pemerikaaan tethadap Wajib Pajak : 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran XVI 

.. 

" 
.. 



HALLATU 

0) Corel yang tidlk perlu 

. ............................................ 

Kepala Bidang , Pemilik/Pengelokt, 
Binn.mi, Tahun .. 

Oengan kesimpulan sebagai berikut: 

: D CT-:J 
: Telp .. 

. ······················· , . 
Bertindak untuk dan alas nama 

Nama Uaaha/PeruNhaan 

NPWPD 

Ala mat 

: Telp .. 
Nama Pemlllk/Pengelola 
Ala mat 

Pada hari ini tanggal bulan tahun .~ Tim Pemerikaa Permohonan Keberatan Pajak 
Oinaa Pendapatan DNf'llh Kabupaten Teluk Blntunl telah melakukan pembahaNn Permohonan Kebe.-.tan Pajak 
ataa data pendukung SKPOKBISKPDKBT/SKPDLB/SKPDN j Nomor Tahun .. 
BerdaMrkan Su.-.t Pennohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor Tanggal terhadap 
Wajlb Pajak : 

BERITA ACARA RAPAT TIM PERMOHONAN KEBERATAN 
Nomor: 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN OAERAH 

JI. Alam at TELE PON . 
Bintuni 

BERITAACARA RAPAT KEBERATAN 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Nomor 15 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016. 

Lampiran XVII 

• 

• 

r 


